Amankan Penerimaan Pajak dari Mahulu

Sumber gambar :Tribun Kaltim Senin,26/02/2024

UJOH BILANG - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh S.H.,
M.E., didampingi Wakil Bupati (Wabup) Drs. Yohanes Avun, M.Si., menerima
Kunjungan Kerja dan Audiensi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Tenggarong Wahyu Kristianto beserta rombongan, bertempat di Ruang Rapat
Bapelitbangda, Selasa (20/02) Pagi.

Dalam kesempatan ini Bupati juga didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
(Asisten I) Sekretariat Daerah Mahulu drg. Agustinus Teguh Santoso M.Adm., Kes.,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yohanes Andy Abeh,
Inspektur Inspektorat Budi Gunarjo Ompusunggu.

Dalam sambutan singkatnya, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh menyampaikan
apresiasi dan terima kasih telah berkunjung ke Kabupaten Mahulu serta atas kerja sama
yang selama ini sudah terjalin dengan baik antara Pemkab Mahulu dan KPP Pratama
Tenggarong serta jajarannya, terutama dalam hal pengamanan penerimaan pajak.
“Kembali kami sampaikan kami sangat mendukung kunjungan ini, apalagi ini
menyangkut dengan kontribusi pajak bisa terus lancar, tidak adanya hambatan yang
dikarenakan oleh ketidaktahuan dan kekurangan kami di sini, yang nantinya dapat
evaluasi oleh pihak KPP Pratama Tenggarong dalam kunjungan ini. Baik itu segi
administrasi pajak itu seperti apa yang baik dan benar yang ada di Pemerintah maupun

pihak swasta lainnya,” ucapnya.
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Sementara itu, disampaikan oleh Kepala KPP Pratama Tenggarong Wahyu Kristianto
menyampaikan, bersyukur mendapat kesempatan berkunjung ke Mahulu dan langsung
diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati Mahulu.

“Sengaja kami datangkan tim yang lumayan lengkap sebagai bentuk penghormatan
apresiasi kami atas kunjungan kami ke Kabupaten Mahulu,” ungkapnya. “Kedatangan
kami terkait dengan bimbingan teknis rekonsiliasi pajak pusat yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah, jadi terkait dengan rekonsiliasi saya sampaikan memang di
Kabupaten Mahulu ini belum pernah dilakukan rekonsiliasi, yang seharusnya dilakukan
tiap semester tiap tahun,” terangnya.

Kepala KPP Tenggarong didampingi oleh istri Ny. Karina, Kepala KP2KP Sendawar
Rida Sasmito Adhi, Kepala Seksi Pelayanan Achmad Suyanto, Subbagian Umum, dan
Kepatuhan Internet Immanuella Prica Wattimena. (Prokopim/aim)

Sumber berita:
1. Tribun Kaltim, Amankan Penerimaan Pajak dari Mahulu, 26/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP 35/2023), pajak daerah
yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) PP 35/2023 diatur sebagai berikut:

(3) Jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah
terdiri atas:

a. PBB-P2;

b. pajak reklame;
c. PAT;

d. opsen PKB; dan

e. opsen BBNKB.
(4) Jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri
oleh wajib pajak terdiri atas:
a. BPHTB;
b. PBIJT atas:
1. makanan dan/atau minuman,;

2. tenaga listrik;
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3. jasa perhotelan;

4. jasa parkir; dan

5. jasa kesenian dan hiburan,;
c. pajak MBLB; dan

d. pajak sarang burung walet.
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